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ABSTRAK

bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan
organisasi, dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jambi;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,
Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-005/2016, tentang Pembentukan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Prorinsi Jambi Tahun 2016, sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah
tidak sesuai pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
169); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan



Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi
Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemitihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10.1 Tahun 2022 tentang :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 April 2022;

- Lampiran | 2 halaman;
- Lampiran Il 3 halaman.



